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Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK
Yuniarto Marsal Saputra, 2022. Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor

Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Program
studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
Dibimbing oleh Bapak Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.CA selaku pembimbing
I dan Ibu Nur Fadhila Amri.SE,.AK.,M.Si.,CSRS.,CSRA selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan
akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kabupten Mamasa, Sulawesi Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan
pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah
dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sudah cukup baik dan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru.
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Oleh:
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Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar
ABSTRACT

Yuniarto Marsal Saputra, 2022. Analysis of Public Sector Accounting
Treatment in the Local Government of Mamasa Regency, West Sulawesi.
Accounting study program, Faculty of Economics and Business, University of
Bosowa Makassar. Supervised by Mr. Dr. Firman Manne, SE., M.Si., AK.CA as
supervisor | and Mrs. Nur Fadhila Amri.SE,.AK., M.Si., CSRS., CSRA as
supervisor 1.

The purpose of this study was to determine how the accounting treatment
of the public sector in the local government of Mamasa Regency, West Sulawesi.
The research method used is descriptive analysis method with a qualitative
approach, namely research with qualitative data which is then processed and
analyzed to draw conclusions. The data collection method used is the technique of
observation, interviews and documentation.

Based on the results of the study, it shows that the accounting treatment in
the Mamasa Regency Government of West Sulawesi is quite good and in

accordance with the new Government Accounting Standards.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik saat ini mendapat perhatian besar terhadap praktik
akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan perusahaan
milik Negara/Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan dari masyarakat
untuk dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-
lembaga sektor publik. Selain itu, tuntutan tersebut juga menekankan untuk
memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar
tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah saat mewajibkan praktek
akuntansi yang diterapkan diseluruh pemerintahan menerapkan standar yang baru
yakni dari PP tahun 2005 ke tahun 2010. Standar ini merupakan pedoman bagi
pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk
didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan
akuntansi.

Bertema pada perlakuan akuntansi yang ada di sektor publik/pemerintahan
saat ini dikatakan masih sangat minim dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan
karena kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang baru dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut. Selain itu, keterbatasan
kemampuan SDM dalam mengoperasikan perkembangan teknologi canggih
sehingga mengabaikan standar yang baru. Mengabaikan dalam hal ini bukan tidak

mau menerapkan standar yang baru. Karena pada dasarnya pihak pemerintah



sudah membentuk pelatihan setiap tahunnya kepada setiap karyawan agar bisa
tetap berkembang dan tidak tertinggal. Nyatanya, kemampuan setiap individu
yang mendapat pelatihan tidak semua sama. Ada yang bisa langsung menerapkan,
ada yang butuh waktu untuk memahami, dan ada yang benar-benar belum bisa
menerapkan standar tersebut. Sehingga, akuntasi yang ada di sektor pemerintahan
tersebut belum mendapat perlakuan yang baik.

Salah satu pemerintahan yang mengalami hal demikian ada di pemerintah
daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Pada pemeritahan tersebut, perlakuan
terhadap akuntansinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa akun yang semestinya ditampilkan pada laporan keuangan
dengan standar baru, belum juga ditampilkan dengan argumen bahwa tanpa akun
tersebut juga mereka tetap bisa memperlakukan akuntansi dipemerintahannya
dengan sangat baik. Sehingga menjadikan standar baru tidak begitu penting untuk
diikuti dalam waktu cepat.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka hal ini yang
menarik penulis untuk melakukan peneltian dengan judul“Analisa Perlakuan
Akuntansi Sektor Publik Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa

Sulawesi Barat”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah yang akan di rumuskan
dalam penelitianini yaitu Bagaiman Perlakuan akuntansi Sektor Publik Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi sektor publik

pada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
tentang bagaimana perlakuan akuntansi sektor publik dan pengawasan
internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
Bagi Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak
yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.
Pihak lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, khususnya untuk
mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam

penelitian ini.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang
dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai
hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang
teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam

penelitian.

2.1.1 Akuntansi
1.  Pengertian akuntansi

Secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan
mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi
yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan
oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu
keputusan.

Kieso, dkk (2018:4) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan
yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa
ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.” Menurut Hanggara
(2019:1) mengemukakan bahwa Akuntansi merupakan proses identifikasi,
pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat

sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

Akuntansi merupakan seni yang mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan,
mencatat transaksi, dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat
menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan



oleh pihak-pihak yang berkepentingan.untuk menghasilkan proses informasi keuangan
yang berguna bagi para pemakai laporan (users) dalam pengambilan keputusan dapat
disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan

keuangan organisasi (Sumarsan, 2017:1).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi
akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan,
mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan
keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

kondisi suatu organisasi.

2.1.2 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah aturan aturan atau langkah langkah yang di
lakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan
penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan (Kieso dan

Weygant, 2019:92).

Menurut Harnando (2020), mendefenisikan perlakuan akuntansi adalah
“suatu disiplin analisa yang mencangkup kegiatan mengidentifikasi
berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan
sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antarayang
satu dan lainnyayang mampu memberikan gambaran secara layak
tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan
dan di sajikan dalam bentuk laporan keuangan “

Menurut Suwardjono (2016:40) menyatakan bahwa Perlakuan akuntansi
adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang
meliputi pengukuran (measurement) dan penilaian (valuation), pengakuan
(recognition) dan penyajian (presentation).

Adapun tahap tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :



1. Pengukuran dan Penilaian, merupakan penetuan jumlah rupiah suatu transaksi
yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan
jumlah yang akan dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangakan
penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus
ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Pengakuan, merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang
memenubhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan, bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi
keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas dapat di rumuskan bahwa
perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dan suatu
transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan,
pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi
transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk

pengambilan suatu keputusan bai para pemakainya.

2.1.3.Akuntansi Sektor Publik
1. Pengertian Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya
berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan
keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan (Biduri, 2018:2)

Menurut Haryanto, dkk. (2017:1) Akuntansi sektor publik adalah untuk

memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam



beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor
swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena
adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Sedangkan menururut
Halim dan Muhammad (2018:3), akuntansi sektor publik adalah suatu proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan
lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi
oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Jadi dapat di simpulkan Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah
suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan
pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini
nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada
pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat

membantu saat ada pengambilan keputusan.

2. Tujuan Akuntansi untuk Sektor Publik

Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi
untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan
keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian
manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut ini ulasan lengkapnya.
a. Management Control

Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama adalah sebagai management
control. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan

memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara



tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan
sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.
b.Accountability

Tujuan akuntansi untuk sektor publik yang selanjutnya berhubungan
dengan accountability. Jadi, akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan
informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini
nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang
di bawah kewenangannya.

Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga
pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa
penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan
akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari
lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut.
Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah
daerah dan pusat.

Akuntansi sektor publik melakukan serangkaian proses yang terdiri dari
mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan
membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik sehingga informasi
keuangan bagi pihak yang membutuhkan bisa tersedia. Akuntansi sektor publik

menyediakan informasi kepada manajer untuk melaporkan pelaksanaan



tanggungjawab secara tepat dan efektif sehingga pegawai pemerintah sebagai
bawahannya bisa melaporkan kepada publik tentang hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik.

Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal.
Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat
akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
Misalnya seperti lembaga pemerintahan.

Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga.
Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi
pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dari masyarakat.

Berikut ini karakteristik akuntansi sektor publik yang penting untuk

diketahui.

a. Berdasarkan penggunaan, akuntansi jenis ini digunakan oleh lembaga
pemerintah pusat maupun daerah.

b. Dari sisi sifatnya, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit
yang tidak menghasilkan laba.

c. Sedangkan dari fokus tujuan lembaga, akuntansi hanya menyajikan
informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.

d. Dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada

lingkungan turbulence dan sangat kompleks.
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4. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik
Menurut Bastian (2019:12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi

sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

a. Perencanaan Publik
Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU Rl Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1.
Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan
menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam
prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan
sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi.
Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan
berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

b. Penganggaran Publik
Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat
akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen
kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan
bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan

dapat 15 dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi
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tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan
manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran
publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan
kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada
operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan
ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau
pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi
barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan
kualitas keluaran.

. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam
menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa
yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi.
Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang

berkepentingan. Laporan keuanga menggambarkan pencapaian Kinerja



12

program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan,
realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

f.  Audit Sektor Publik
Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen
terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan
menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan,
badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya,
ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM,
yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan
untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan,
hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip
akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang
mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga
menyangkal suatu opini.

g. Pertanggungjawaban Publik
Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas
adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau
pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan
(stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya
berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi

yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik
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yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di
bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai
politik, dan organisasi non profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor
publik.

Mudahnya, lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi
ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga
sektorpublik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang
disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk
sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk
pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan.
Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan
rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan
akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran.

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan.
Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi
pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor
pencatatan sipil, atau kepolisian. Selain itu juga, seseorang berinteraksi dengan
berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU),
Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja
Indonesia), dan lain-lain. Biduri (2018:3) menyatakan bahwa jika dilihat secara
garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu sebagai berikut:
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1. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi
sektorpublik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: Kementrian seperti Departemen
Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan,dan lain-lain;
serta Lembaga dan badan Negara sepeti KPU,KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah
seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil,dan
lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah
Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor
publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya: (a) Perguruan tinggi BHMN; (b) Rumah sakit milik pemerintah

seperti RSCM, RS Daerah; dan (c) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada

perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan
dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta
Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor
publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan
seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b)

Sekolah dan universitas swasta; dan (¢) Rumah sakit milik swasta.
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Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memiliki tujuan untuk
mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam
beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor
swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan
karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen
lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri
(2018: 5) antara lain:

1. Faktor ekonomi meliputi antara lain:
a) Pertumbuhan ekonomi
b) Tingkat inflasi
c) Tenaga kerja
d) Nilai tukar mata uang
e) Infrastruktur
2. Faktor politik meliputi antara lain:
a) Hubungan negara dan masyarakat
b) Legitimasi pemerintah
c) Tipe rezim yang berkuasa
d) Ideologi negara
e) Elit politik dan massa
f) Jaringan internasional
g) Kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi antara lain:

a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
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b) Sistem nilai di masyarakat

c¢) Sosiologi masyarakat

d) Karakteristik masyarakat

e) Tingkat pendidikan

4. Faktor demografi meliputi antara lain:

a) Pertumbuhan penduduk

b) Struktur usia penduduk

¢) Migrasi dan

Tingkat kesehatan.
6. Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Belinda (2021:63) Ada beberapa metode atau cara untuk pencatatan

akuntansi yang umum dilakukan di dalam akuntansi sektor publik, yaitu :

a. Akuntansi anggaran (budgetary accounting) Akuntansi anggaran adalah
sebuah pendataan akuntansi distribusi sebuah anggaran dan pentafsiran
sebuah pendapatan dalam rangka penerapan dari APBN dan juga APBD.
Tujuan utama dari akuntansi anggaran adalah pengawasan suatu anggaran.
Akuntansi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk
pengawasan dan peninjauan anggaran sehingga nantinya dapat diketahui
pelaksanaan penyerapan anggaran, keekonomian, efisiensi dan efektivitas
anggaran serta keadaan keuangan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

b. Akuntansi kas (cash accounting) Akuntansi kas merupakan cara atau prosedur
akuntansi tertua dalam sebuah sejarah akuntansi yang dilakukan dengan

dberabad-abad, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini,
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akuntansi kas masih banyak dipakai di sektor publik dan di pakai pada
organisasi nirlaba. Akuntansi kas mencatat transaksi yang berkaitan dengan
pendapatan dan pembayaran serta saldo kas pada buku kas.

C. Akuntansi akrual (accrual accounting) Akuntansi akrual adalah metode
pendataan, atau penulisan akuntansi yang banyak dipakai dan dimanfaatkan
dalam suatu organisasi bisnis. Akan tetapi, sekarang sektor publik dan
organisasi nirlaba juga didorong untuk memakai akuntansi akrual. Tujuan
penerapan akuntansi akrual di dalam sektor publik secara fundamental
berbeda denganyang ada di dalam sektor bisnis. Penerapan akuntansi akrual
di sektor publik berguna dalam menetapkan biaya jasa dan menetapkan harga
atau tarif jasa.

d. Akuntansi komitmen (commitment accounting) Akuntansi komitmen
berfungsi untuk mencatat atau mendata semua transaksi lebih awal dari
akuntansi akrual dan kas. Suatu usaha diakui setalah ketika sebuah pesanan
yang telah dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa, disaat kontrak kerja
dibuat, Ketika dana dibutuhkan untuk memenuhi obligasi jangka panjang.
Akuntansi dana (fund accounting).

7. Praktik Sektor Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Dengan pentingnya akuntansi dalam organisasi publik, maka seharusnya

penerapan akuntansi dilandaskan dengan memahami peranan akuntansi itu

sendiri. Di Indonesia sendiri, berikut hal-hal yang perlu diketahui dari praktik

akuntansinya.
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a. Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi Yang Layak

Kebijakan penghasilan serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban
organisasi sektor publik, dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari
DPR / DPRD atau komisaris. Terkadang, cara pemberian kuasa didapatkan dari
proses demokrasi dengan cara pengambilan suara.
b. Prinsip Bruto

Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto, serta biaya yang terjadi,
dibebankan sebagai pengurang pendapatan serta perlu dilaporkan dengan lengkap
kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.
c. Periodikal

Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode, maka
otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasar prestasi periode tersebut. Dana
berlebih di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan kepada manajemen
pusat pertanggungjawaban.
d. Spesifikasi

Pengeluaran yang bertujuan khusus, wajib didasarkan atas persetujuan DPR /
DPRD atau komisaris. Konsep by exception atau pengecualian, perlu diatur dalam
peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi

manajemen organisasi sektor publik tersebut.

8. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

a. Akuntansi Sektor publik dan Good Governance
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Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan
publik. Jika mengacu pada World Bank, maka dapat didefinisikan bahwa good
governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan vang
bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran dalam alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi
baik secara politik maupun administrative. Dalam prinsip good governance
terdapat 3 hal yang ditekankan yaitu: penciptaan transparansi, akuntabilitas

publik, dan value of money.

b. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk membuat pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas honzontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat

luas.
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C. Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upava mereformasi perusahaan publik
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik.
Privatisasi artinya melakukan pelibatan modal swasta dalam struktur modal
perusahaan publik sehigga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langung
oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
d. Otonomi Daerah
Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat
seiring dengan adanya era baru dalam pelaksaaan otonomi daerah dan
sesentralisasi fiskal. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik
adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk
mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-

pihak lain yang menjadi stakeholder pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah
dijelasan sebelumnya, Berikut ini akan dijelaskan kerangka pikir. Kerangka pikir
merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain
terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang

penting
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
Sulawesi Barat. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian
ini adalah kurang lebih satu bulan yaitu bulan Juli —Agustus 2022.
3.2 Jenis Dan Sumber Data
3.2.1 Jenis data
Data Kualitatif, yaitu berupa gambaran umum perusahaan dan penjelasan
mengenai penerapan analisa perlakuan akuntansi sektor publik di pemerintah
daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.
3.2.2 Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan
secara langsung pada Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa serta
melakukan wawancara mendalam dengan pihak pimpinan dan beberapa staff
yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh melalui
studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku atau referensi-referensi yang

berkaitan dengan judul penelitian.
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3.3 Metode Pengumpulan Data
1.0bservasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung baik terhadap karyawan dan hasil kinerja.
2.Metode wawancara

Metode Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh
dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan
langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara dengan pimpinan dan
karyawan pemerintah daerah kabupaten Mamasa tentang hal-hal yang erat
kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
3.Studi Pustaka

Yaitu mengumpulkan materi-materi yang digunakan sebagai landasan teori
yang berkaitan dengan makalah yang diteliti terutama mengenai Perlakuan
akuntansi sektor publik pemerintah daerah kabupaten mamasa
4.Dokumentasi,

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-
bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian
ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang
diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual

maupun elektronik.
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3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-
temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat
ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah
pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode Kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisa kenyataan atau
fakta yang di temui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori
yang penulis dapatkan. Adapun urutannya yaitu:

Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian
dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi
data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi
bentuk tulisan yang akan dianalisis.
Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-
hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih
mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.
Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan
data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk

menarik kesimpulan.



25

3.5 Definisi Operasional

1. Akuntansi  adalah  suatu  proses = mengumpulkan,  menganalisis,

mengklaifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan
organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

Perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dan suatu
transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan,
pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari
transaksi transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi
untuk pengambilan suatu keputusan bai para pemakainya.

. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian,
analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik.
Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk
memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya,
laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan

keputusan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten

Polewali Mamasa.

Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah sekitar 3.005,88

km2. Daerah ini terdiri dari 17 kecamatan dengan 168 desa definitif dan 13

kelurahan. Secara geografis Mamasa terdiri dari 37,02 persen desa (67 desa/

kelurahan) yang terletak di lembah dan 62,98 persen (114 desa/ kelurahan) yang

merupakan wilayah lereng/ puncak.

Secara geografis, letak Kabupaten Mamasa berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara

2. Sebelah Selatan

3. Sebelah Timur

4. Sebelah Barat

. Wilayah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan

Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

: Wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Matangnga,

Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tutallu Kabupaten

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

: Wilayah Kecamatan Saluputti dan Kecamatan

Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja serta
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi

Sulawesi Selatan;

: Wilayah Kecamatan Mamuju dan Kecamatan

Tapalang Kabupaten Mamuju serta Kecamatan Malunda
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Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Mamasa

I

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Mamasa, Bappelitbangda, 2016

4.1.2 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa
BPKD Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang memiliki visi sebagai berikut :

1

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Yang Akuntable.’
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Dalam pencapaian visinya, BPKD Kabupaten Mamasa memiliki Misi sebagai
tahap-tahap/langkah-langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai visi diatas:
. Mewujudkan Pengelolaan administrasi keuangan dan Asset yang tertib.

. Mewujudkan Pelayanan Prima

Tujuan dan Sasaran BPKD Kabupaten Mamasa adalah: Meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang keuangan dan asset daerah serta

penyediaan secara kualitas prasarana untuk mengoptimalisasi pelayanan .

Sasaran (program, kebijakan, kegiatan) BPKD Kabupaten Mamasa:

a. Terwujudnya SDM pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang
berkualitas.

b.  Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan
daerah.

c.  Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

d.  Tersusunnya penerbitan administrasi asset.

e.  Terlaksananya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima.

f.  Terlaksananya sistem informasi manajemen yang terintergerasi.

g. Terlaksananya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan
kualitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta
Penyediaan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional penerimaan

pendapatan daerah, yang dilaksanakan dengan program:
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1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat untuk
operasional Pendapatan Daerah;

2. Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan SDM aparatur
bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah guna
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

3. standarisasi pelayanan.

h. Terencananya pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rutin untuk
keperluan operasional administrasi umum.

i Terpeliharanya dan terinventarisirnya peralatan kantor dengan baik.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
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1. Struktur Organisasi
a. KEPALA BADAN
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas pokok
merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
urusan Pemerintaan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan
urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
Rincian tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai berikut :
1. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencanan strategik
dan program kerja Dinas Sesuai dengan visi misi Daerah;
2. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Dinas
sesuai Bidang tugasnya;
3. Mengarahkan, Merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan
operasional di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan
keuangan Daerah;
5. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategik

dan program kerja bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
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Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan rancangan
pertanggungjawaban  pelaksanaan ~ APBD  serta = melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
Perumusan standar, norma, pedoman, prosedur penyusunan dan
pelaksanaan APBD;

Melaksanakan fungsi bendaharawan umum Daerah (BUD)
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mengkoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Mengorganisir kegiatan SKPD berdasarkan sistem dan prosedur kerja
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

Mengendalikan pelaksanaan tugas SKPD secara terpadu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Membina pelaksanaan kegiatan SKPD secara menyeluruh untuk
kelancaran tugas;

Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk tertibnya
pelaksanaan tugas;

Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern maupun ekstern secara

berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan SKPD;
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22.
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Mengevaluasi  seluruh  kegiatan SKPD secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait melalui
rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan bidang tugas dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan Karier;

Menilai pelaksanaan program kerja (Waskat), mengevaluasi hasil
pelaksanaan program kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

kepada Bupati.

SEKRETARIS BADAN

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan tugas Kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian,

program dan Pelaporan, Keuangan, serta pemberian pelayanan
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Administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan
mengendalikan serta menetapkan di bidang umum dan Kepegawaian,
program dan pelaporan serta Keuangan;

2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas umum dan
Kepegawaian;

4. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan
pelaporan;

5. Mengelola dan mengkoordinasikam pelaksanaan tugas Keuangan;

6. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan
dan Aset;

7. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan tugas Administrasi Umum dan Kepegawaian,
program dan pelaporan, Perlengkapan dan Aset;

8. Mengkoordinasikan dan mengelola pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh Satuan Unit organisasi dalam lingkup dinas;

9. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan

program dan kegiatan dalam lingkup Dinas;
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Mengkoordinasikan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya
pelaksanaan tugas;

Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka

pembinaan dan pengembangan Kkarier.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Badan, serta mempunyai Tugas Pokok menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas
rumah tangga, Surat- menyurat, Kearsipan, Protokol, Perjalanan Dinas,
Tata Laksana, Perlengkapan dan Aset, Kepegawaian dan tugas Umum
lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang

Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian program dan pelaporan

Sub Bagian program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan, serta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas

program pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan jadwal
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pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan tugas lainnya, serta
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi

Program dan Pelaporan.

. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan,
serta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas Keuangan meliputi
penyusunan anggaran, perifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan
pelaporan anggaran, dan tugas Keuangan lainnya dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta
melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi

Keuangan.

KEPALA BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang

meliputi penyusunan anggaran pendapatan, Anggaran belanja dan

Anggaran pembiayaan.

Rincian tugas Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut :
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Menyusun rencana kerja Bidang anggaran dan pembiayaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;

Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska Dinas untuk
menghindari kesalahan;

Melaksanakan koordinasi kegiatan, agar terjadi kerja sama yang saling
mendukung dalam mencapai sasaran;

Mempersiapkan analisis standar biaya, standar harga barang/jasa dan
pedoman menyusun APBD dan perubahan APBD;

Menghimpun rencana kerja dan anggaran melalui suatu kerja
perangkat daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

Mengelola dan menganalisa data perencanaan anggaran SKPD
berdasarkan skala prioritas untuk pengalokasian anggaran SKPD;
Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Perubahan
APBD berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai

bahan pengkajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
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Mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pertimbangan Panitia
Anggaran untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menyusun penjabaran Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Bupati;

Melakukan penelitian dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan untuk tertib
administrasi keuangan;

Menyiapkan anggaran kas dan meneliti kebenaran penerbitan konsep
naska Surat Penyediaan Dana (SPD);

Melakukan pengujian ketersediaan dana melalui  Dokumen
Pelaksanaan Anggara (DPA) untuk tertib pelaksanaan anggaran;
Mengkoordinasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis
untuk memperoleh petunjuk;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-
kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas

sekaligus mencari upaya pemecahannya;



38

19. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan
dengan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan Karier;
20. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

pertanggungjawaban dan evaluasi;

1. Seksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Seksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Anggaran, serta mempunyai tugas pokok
merencanakan/mengatur dan mempersiapkan serta menyusun anggaran

dan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung.

2. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Anggaran, serta mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta menyusun

anggaran dan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung.

d. BIDANG PERBENDAHARAAN
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan
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pelayanan administratif, Perencanaan, Pengaturan dan penyusunan proses

pencairan dana.

8.

9.

Rincian tugas Kepala Perbendaharaan sebagai berikut :

Menyusun rencana kerja Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;

Membuat konsep, mengoreksi dan memarap naska Dinas untuk
menghindari kesalahan;

Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM yang
diajukan oleh setiap SKPD;

Menerbitkan SP2D;

Mengirim SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sebagai Bank tempat menyimpan Kas Daerah;

Membuat register surat penolakan penerbitan SP2D;

Menyimpan uang Daerah di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

10. Melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
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Melaksanakan pengelolaan Kas Non anggaran yang tidak
mempengaruhi  Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Pemerintah Daerah;

Mengusahakan dan mengatur Dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

Melakukan koordinasi yang diperlukan oleh Instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sekaligus mencari upaya pemecahannya;

Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai hasil kerja
dan kedisiplinan untuk pembinaan Kkarier;

Menusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sebagai

bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi.

Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai

Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perbendaharaan, serta mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengatur dan mempersiapkan penerbitan SP2D pengelolaan belanja
pegawai.
Seksi Pengelolaan Belanja Non Pegawai

Seksi Pengelolaan Belanja Non Pegawai dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
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Kepala Bidang Perbendaharaan, serta mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengatur dan mempersiapkan penerbitan SP2D

Pengelolaan Belanja Non Pegawai.

BIDANG ASET
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai

tugas pokok merencanakan operasional, memberi tugas, memberi

petunjuk, menyeliah, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.
Rincian tugas Kepala Bidang Aset sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja pengelolaan Aset Daerah sesuai kebutuhan
untuk menjadi program unit kerja;

2. Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu
kepada bawahan;

3. Menghimpun, mengelola dan menginventarisir data aset daerah sesuai
jenisnya untuk mengetahui jumlah kekayaan daerah;

4. Mengelola aset daerah sesuai dengan fungsinya untuk dimanfaatkan
secara berdayaguna dan berhasil guna;

5. Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan,
pendistribusian dan penghapusan aset daerah sesuai ketentuan yang

ada;
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Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan pengelolaan aset daearh dan menyiapkan bahan/petunjuk
pemecahan masalahnya;

Merencanakan, mengadakan dan memelihara lampu jalan;

Menyusun neraca kekayaan daerah berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk mengetahui jumlah kekayaan daerah;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;

Menkonsultasikan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
untuk memperoleh petunjuk;

Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Karier;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-

kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyetuan pendapat.
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4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Mamasa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya, yang meliputi unsur-unsur Pendapatan LRA dan

Belanja Daerah selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Sebagaimana dapat dilihat pada laporan berikut ini :

Gambar4.3

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January 5. 31 December 2021

REALISASI

KODE REKENING URATAN ANGGARAN LEBIN / (KURANG)
5/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 904.871.875.108,00 0,00 899.975.331.832,36 899.975.331.832,36 (4.896.543.275,64)
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23.313.161.766.04 0,00 16.643.739465.36 16.643.739.465,36 (6.699.422.300,68)
411 Pajak Daerah 5.411.941.725,87 000 4.297.004528,00 4.297.004538,00 (1.114907.187,87)
41106 Pajak Hotel 865.700238,00 000 2651200000 26.512.000,00 (839.189.238,00)
41107 Pajak Restoran 968.989.794,39 000 1.597.913.280,00 1.537.913.280,00 568.923.485,61
41108 Pajak Hburan 6.460.000,00 000 2.000.000,00 2.000000,00 (4460.000,00)
41109 Pajak Reklame 131.509.306,00 000 263.960.550,00 263.960.550,00 132.451.244,00
41110 Pajak Penerangan Jolan 1.451.236.570,80 000 1.679.928816,00 1.679.926.816,00 2869224520
41114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 191671155168 0 354.204.462,00 354.244.462,00 (1.562.467.089,68)
41115 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 00 000 264.281.520,00 264.281.520,00 264.281.520,00
41116 Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTE) 7133426500 000 148.193.910,00 14819391000 76.859.645,00
412 Retribusi Daerah 4.099.289.064,00 000 5.269,398.711,00 5.269.398.711,00 1.170.109647,00
41201 Retibusi Jasa Umum 3.663.793871,20 000 5.016.477.642,00 5.016.477.642.00 135268377080
41202 Retibusi 3353 Usaha H1.670.000,00 000 94.485.100,00 94.485.100,00 (247.164.900,00)
41203 Retibusi Pertinan Terterty 93.625.192.80 000 158.435.969,00 156.435.969,00 6461077620
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.664.792.054,00 000 2.805.366.949.00 2.805.366.949,00 (879.425.105,00)
41302 Bagian Laba yang Dibagkan kepada Pemerintah Daerah (Dvaden) 3.664.792054,00 000 2.605.366.949,00 2.805.366.949,00 (679.425.105,00)
atas Penyertaon Modal pada BUMD
414 Lain-fain PAD yang Sah 10.147.138922,17 000 4271939267, 4.271.939.267,3% (5.875.199.654,81)
41401 Hasil Penjalan BMD yang Tidak Dipsatikan 529.379.301,05 000 192.719.300,00 192.719.300,00 (336.660.001,05)
41403 Hasil Pemanfastan BD yarg Tdak Diisahian 810.000000,00 0% 27.703572.00 2720357200 (572.29.428,00)
41404 Hasil Kerja Sama Daerah 0m 000 340.128320,00 340.128.320,00 340.128320,00
41405 Jas3 Gro 3.118.414231,9 000 722.258363,00 722.256.363,00 (2.396.155.669,90)
41408 pen Kerugan 490.280001,24 000 1770.676.122,00 177067612200 1280.396.120,%
41411 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjoan 2.068.524.691,67 000 11.367.365,40 11,367.385,90 (2.057.157.306,27)
41412 Pendapatan Denda Pajak Daerah 429008624 000 19.144903,% 19.144903,9 14.854817.72
41415 Pendapatan dari Pengerbalian 414.671.298,74 000 951.466.681,00 951.468.681,00 536.797.382,%6
41418 Pendapatan Dans Kapfasi Jaminan Kesehatan Nasional (KN) 2711579313 00 00 00 @n157.31,3)
pada Fasiias Kesehatan Tingkat Pertarma (FKTP)

41423 Lan-Jain PAD yang Sah Laimya - LRA 0® 000 2647262000 26.472.620,00 26.472620,00
42 PENDAPATAN TRANSFER 834.188.975.341,96 000 835.926.966.928,00 835.926.966.926,00 1737.991586.04
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.460.927.000,00 000 820.332.812.926.00 820.332.812:926,00 71.885.926,00
42101 Dana Penmbangan 665.434.719.000,00 000 666.415.280.926,00 66.415.280.926,00 960.561.926,00

LAPORAN REALASE ANSGAMAN STAPATAN OAM BELANIA DABLAN Halaman 1 dani 4




REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERICDE LAY PERIODE INI ToTAL
42102 Dana Insentf Daerah (DID) 7.148.713.000,00 7.148.713.000,00 7.148.713.000,00 000
42105 Dana Desa 146.877.495.000,00 146, 146.
422 Pendapatan Transfer Antar Daerah %
42201 Pendapatan Bagi Hasi 14.728.048.341,9
42202 Bantuan Keangan 0w
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.339.738.000,00 2
431 Pendapatan Hibah 16.235.508.000,00 00 16.642.034.700,00 (1.593.473.300,00)
43101 Pendapatan Hbah dari Pemerintah Pusat 18.235.508.000,00 1.593.473.300,00)
433 29.104.230.000,00 1.658.360739,00
43301 Lain-tain Pendagatan 29.104.230.000,00 00 2.762.590.79,00 20.762.590.739,00 1658.360739,00
B BELANJA DAERAH 1.053.665.638.363,00 000 925.410.149.297,76 925.410.149.297,76 (128.255.489.065,24)
s1 BELANIA OPERAST 634.879.289.575,00 00
Belanja Pegawai 356.455,894.358,00 000 343.021.960.654,00 343.021.980.654,00 (13.433913704,00)
Belans Gaj can Tunjangan ASN 278.762.421.245,00 000 275.421.753.194,00 275.421.753.194,00 (3.340.668.051,00)
Belanja Tambahan Penghastan ASN 8.572.452200,00 000 7.438.730.107,00 7.438.730.107,00 (1.132.722.133,00)
47.648.909.5%6,00 000 9.367.717.520,0 9.367.717.52000 (281.192.0%,00)
Lannya ASN
Belan Gaj dan Tunjangen DFRD 12.964.518.800,00 00 12.152.897.330,00 12.152.897.3%0,00 (611,621.470,00)
Belanjs Gaji dan Tunjangan KOHAWKDH 163.667017,00 o 139.282.503,00 139.292.503,00 (24.384.514,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pmpinan OPRD serta KDHWKDH 501.600.000,00 000 501,600.000,00 501,600.000,00 00
Belan Pegawal BOS 842.325.500,00 00 000 o
Belanja Barang dan Jasa 222.300.792:502,00 00 2122104193560 212.210.411.935,60
Belangs Barang 67.457.54732.00 000
Belanp Jasa 9.184.175.825,00 000 80.764.233.975,60 80.764.233.975,60 (15.419.941849,40)
Belanja Pemeiaraan 7.470.165.740,00 000 6.927.319.211,00 6927.319.211,00 (542.846.529,00)
Belana perplanan Dinas 40.980.186.915,00 000 Y .00
2:810.700.000,00 000 2:641,200.000,00 2,641.300.000,00 (169.400.000,00)
Ketiga/Phak Lain/Masyaraskat
51288 Belana Barang dan Jasa BOS 7.398.016.700,00 00 25.492.142.405.00 25.492.143.405,00 18.094.126705,00
513 Belanja Bunga 1.208.645.000,00 0 227.059.000,00 27.059.000,00 (981.586.000,00)
51304 1.208.645.000,00 00 227.059.000,00 227.059.000,00 (961.586.000,00)
Bank (LXBB) T R g .
515 Beanja Hibah 53.466.757.715,00 | .
51502 Belanf Hibah kepada Pemerniah Daerah Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00
51505 Belanjs Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 2.793.140.715,00 00 47.884,040.860,00 47.884,040.860,00 (4.909.099.855,00)
Kemasyarakatan yarg Berbadan Hukum Indonesia
51507 Belanjp Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Polik 638.617.000,00 000 638.617.000,00 638.617.000,00 000
LA ASOARAN PEAPATAN AN MLANIA SABA Holaman 2 dan 4
REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LAWY PERIODE INI ToTAL
516 Belanja Bantuan Sosial 1.447.200000,00 1.435.700.000,00 (11.500.000,00)
51601 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.406.200.000,00 1.394.700.000,00 (11.500.000,00)
51602 Belanp Bantuan Sosial kepada Kehiarga 11.000.000,00 000 11.000.000,00 11.000.000,00 000
51603 Belanjs Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 30.000.000,00 00 30.000.000,00 30.000.000,00 00
52 BELANIA MODAL 165.066.161.088,00 om *. %. (ss.
521 Belanja Modal Tanah
52101 Belanjs Modal Tareh
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.650.059.445,00
52201 Belan Modal Alt Besar 1.200.000000,00 1.114676.989,00 1.114.678.989,00 (85.321.011,00)
52202 Belanjs Modal Alst Angkutan 445,394500,00 445.394.500,00 (261.047.217,00).
52204 Belan Modal Alt Pertanan 106.230.000,00 106.230000,00 000
52205 Belanjn Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.202.862.774,00 3.302.862774,00 (55.600.429,00)
52206 Belans Modal Alt Studo, Komunikast, dan Pemancar 5280120000 528012000 (8.501.299,00)
52207 Belanjs Modal Alt Kedokteran dan Kesehatan 6.553.518.468,00 6:552,518.468,00 (418.752.6%.00)
52208 Belans Modal Al Laboratorum 2.098.438.069,00 2.096.438.063,00 (216.213.931,00)
52210 Belanja Modal Komputer 2.259.358512,00 2.259.358512,00 (550.878.127,00)
52216 Belanja Modal Alt Peraga
52219 Belanja Modal Pevalatan Olafraga 000 00 (21.750.000,00)
52288 Belanfs Modal Peralatan dan Mesin B0 1.534.8269%,00 269%,00 (4.692.114.267,00)
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan B. 476,00 897.322.4%9,00)
52301 Belanja Modal Bangunan Gedung 13.415.169.826,00 13.415.169.826,00 (3.897.322.438,00)
52302 Belan Modal Monumen = 691065000 | 690600 | 0%
524 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.785.21,502,00 00 25.321,000493,9¢ 25.321.000493,94 (66.464.421,008,06)
52401 Belanjs Modal Jlan dan Jembatan 69.990.588.986,00 000 14.156.136.935,60 14.156.136.935,60 (55.834.452050,40)
52402 Belan Modal Bangunan AIr 17.617.962516,00 0 7.106.994.558,34 7.106.9945%8,34 (10.510967.957,66)
52403 Belanjs Modal Instalasi 36.870.000,00 000 36,869.000,00 36.869.000,00 (1.000,00)
52404 Belans Modal Jaringan 4.140.000.000,00 0% 4.021.000.000,00 4.021.000.000,00 (219.000.000,00)
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0% 33.373.541.683,00 (8.:223.052.567,00)
52507 Belanjs Modal Aset Tetap Dalom Renovasi 34.099.647.650,00 00 2.927.432174,00 2692743217400 (5.172215.476,00)
52588 Belan Modal Aset Tetap Lannya BOS 7.496.946.600,00 0% 4.446.109.509,00 4.46.109.509,00 (3.050837.091,00)
53 BELANIA TIDAK TERDUGA 122.600.000.000,00 0.0 2.599.059.550,22 22.599.059.590,2 (940.449,78)
531 Belana Tidak Terduga 22.600.000.000,00 000 2.599.059.550.22 2.599.059550.2 (940.443,78).
53101 Belanjs Tidak Terduga 0 2.599.059550.2 2 (940.449,78).
54 BELANIA TRANSFER 211.120.187.700.00 000 200.607.598.200,00 200.607.598.200,00 (10.512:589.500,00)
542 Belanja Bantuan Keuangan 211.120.187.700.00 00 200.607.598.200,00 200.607.596.200,00 (10.512:589.500,00) |
S p— Holaman 3 dan 4

44
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KODE REKENING URAIAN ANGGARAN . EA I LEBIN / (KURANG)
5/d PERIODE LAW PERIODE NI ToTAL
54205 Belanjs Bantuan Keusngan Daesalh Provins ats Kabupaten/Kot 211,120.187.700,00 00 200.607.598.200,00 200,607.538.200,00 (10.512.589.500,00)
hepada Desa
SURPLUS / DEFIST om (25.434.817.465,40) 123358 945.789,60
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 000 28.182.347.784,06 (123.111.415.470,99)
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 00 17LU178406 12.564656,06
om0 | 184.48929,00 0m
61105 0m 00 om
61107 e o 0 7.468.485,06 ©:34)
i 000
61199 0%
614 Penerimaan Pinjaman Daerah 000 24.450.000000.00 |
61404 Pinjaman Daerah dar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBE) 000 24.450.000.000,00
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 1.500.000000,00
621 Pembentukan Dana Cadangan om om 0 om om
621 0% 0m 0% 0w om
22 2.500.000000,00 000 1.500,000.000,00 1.500.000.000,00 (1.000,000.000,00)
62202 2.500.000000,00 000 1,500.000.000,00 1:500,000.000,00 (1.000.000.000,00)
623 0. 0m 00 0m om
23 Pemtayaran Pnjaman dart Lembaga Keuangan Bank (LKE) 0m 00 00 om 0
PEMBIAYAAN NETTO 146.792.763.255,00 om | o7 | (@uiaisamse
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN [ 00 1.247.530318,66 1247.530318,67

Halarman 4 dan 4

Berdasarkan gambar 4.3 diatas yakni laporan realisasi anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 899.975.331.832,36 atau mencapai
99,45% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.904.871.875.108,00.
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah
yang bertujuan untuk mendanai perealisasian otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah di

Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
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1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 sebesar Rp.
16.643.739.465,36 atau mencapai 71,3% dari estimasi Pendapatan LRA

sebesar Rp. 23.343.161.766,04.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Transfer di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 sebesar Rp.
835.926.966.928,00 atau mencapai 101,02% dari estimasi Pendapatan

LRA sebesar Rp. 834.188.975.341,96.
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2021
sebesar Rp. 47.404.625.439 atau mencapai 100,01% dari estimasi
Pendapatan LRA sebesar Rp. 47.339.738.000,00. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah dibagi menjadi 2 yaitu Pendapatan Hibah dan Lain-lain

Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa
pendapatan yang paling tinggi diperoleh oleh dinas BPKD selama tahun 2021
terdapat pada Pendapatan Transfer yakni sebesar 101,02%. Sedangkan,
pendapatan yang paling rendah diperoleh oleh dinas BPKD selama tahun 2021
terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 71,3%. Hal ini menunjukkan
bahwa dinas BPKD selama tahun 2021 banyak melakukan pengembangan dan
peningkatan desa salah satunya diantara Pendapatan Transfer lainnya yang ada.
Artinya anggaran yang direncanakan benar-benar direalisasikan sehingga
pemerintah tidak tanggung-tanggung memperoleh pendapatan transfer lebih dari
100% sesuai dengan data yang ada. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah
masih dikategorikan rata-rata normal pendapatannya. Artinya bukan berarti
dengan nilai persentase dibawah dari 100%, pemerintah mengalami kerugian.
Namun masih tetap dalam nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah yang sama dari
tahun ke tahun.

Selain pendapatan yang diperoleh oleh BPKD dalam LRA-nya juga
menampilkan rincian pengeluaran segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan

disebut dengan Belanja Daerah. Sebagaimana Realisasi Belanja Daerah di
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Pemerintah Kabupaten Mamasa pada TA 2021 sebesar Rp. 925.410.149.297,76
atau mencapai 87,82% dari estimasi Belanja LRA sebesar Rp.
1.053.665.638.363,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah belanja yang dilakukan untuk kegiatan
operasional yang ada di pemerintahan atau perusahaan. Belanja Operasi
yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamasa dibagi menjadi 5 yaitu :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp.
605.452.809.449,60 atau mencapai 95,36% dari estimasi anggaran Belanja

Operasi sebesar Rp. 634.879.289.575,00.

b. Belanja Modal di Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamasa terdiri atas :
1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
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4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp.
96.750.682.097,94 atau mencapai 52,27% dari estimasi anggaran Belanja

Modal sebesar Rp. 185.066.161.088,00.

c. Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang dapat dilakukan sewaktu-
waktu terkait keperluan lainnya yang dibutuhkan perusahaan atau
pemerintahan.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2021 sebesar Rp.
22.599.059.550,22 atau mencapai 99,99% dari estimasi anggaran Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp. 22.600.000.000,00.

d. Belanja Transfer, merupakan belanja yang dilakukan untuk di Kirim
sebagai bantuan kepada daerah atau desa yang ada di Kabupaten Mamasa.
Realisasi Belanja Transfer pada TA 2021 sebesar Rp.
200.607.598.200,00 atau mencapai 95,02% dari estimasi Pendapatan LRA

sebesar Rp. 211.120.187.700,00.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa belanja
yang paling tinggi dilakukan oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada
Belanja Tidak Terduga yakni sebesar 99,99%. Sedangkan, belanja yang paling

rendah dilakukan oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada Belanja
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Modal yakni sebesar 52,27%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas BPKD selama
tahun 2021 banyak melakukan pengembangan dan peningkatan desa salah satunya
diantara Belanja Tidak Terduga lainnya yang ada. Artinya anggaran yang
direncanakan benar-benar direalisasikan sehingga pemerintah tidak tanggung-
tanggung melakukan belanja tidak terduga hampir mencapai 100% sesuai dengan
data yang ada. Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Transfer masih
dikategorikan rata-rata normal pendapatannya karena persentasenya hampir sama
dengan Belanja Tidak Terduga yakni 95,36% untuk Belanja Operasi dan 95,02%
untuk Belanja Transfer. Artinya bukan berarti dengan nilai persentase dibawah
dari 100%, pemerintah mengalami kerugian. Namun masih tetap dalam nilai rata-

rata Belanja Daerah yang sama dari tahun ke tahun.

4.2.2 Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Neraca merupakan salah satu bagian dari komponen laporan keuangan
dimana laporan neraca inilah yang menjadi penentu akhir untuk melihat keadaan
atau kondisi keuangan perusahaan baik dari segi nilai nominal maupun yang
dalam berbentuk non nominal di akhir tahun atau periode per 31 desember
sebagaimana dalam neraca menampilkan mengenai ekuitas, asset dan kewajiban.
Sebagaimana dapat dilihat salah satu contoh yang terdapat pada laporan neraca

yang ada di BPKD Mamasa untuk periode 31 desember 2021 sebagai berikut :



Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTAST JANGKA PANJANG
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
Per 31 December 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
URAIAN 2021 2020
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 229.594.272,10 1.492.017.659,90
Kas di Bendahara Penerimaan 27.743.724,00 13.167.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 362.387.280,00 880.706.534,00
Kas di BLUD 0,00 0,00
Kas Dana BOS 751.671.102,00 1.427.945.713,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 50.516.415,56 184.348.928,16
Kas Lainnya 0,00 0,00
Setara Kas 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 4.471.173.137,00 3.682.987.643,00
Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
Piutang Hasil Daerah yang [ 0,00 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 28.003.969,00 28,003.969,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 29.539.000,00 29.539.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00
Piutang Lainnya 1.007.128.559,74 1.125.789.374,46
Penyisihan Piutang (3.257.964.345,01) (3.054.555.911,40)
Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
Persediaan 2.996.384.573,30 5.598.064.760,66
JUMLAH ASET LANCAR 6.696.177.687,69 11.408.015.170,78
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00
Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00
Dana Bergulir 71.100.000,00 71.100.000,00
Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya (71.100.000,00) (71.100.000,00)
Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00 0,00

25.361.525.465,28
0,00

14.142.525.465,28
0,00

25.361.525.465,28

14.142.525.465,28

25.361.525.465,28 14.142.525.465,28
170.268.086.038,46 147.514.332.138,46
283.259.565.202,94 268.982.469.148,45
576.577.056.445,15 494.497.058.623,27

1.152.390.230.934,19
18.027.709.640,75

1.131.115.265.648,64
18.177.709.640,75

1.691.455.135,84 674.877.000,00
(775.557.024.312,08) (698.962.591.489,33)
1.426.657.079.085,25 1.361.999.120.710,24
0,00 0,00

0,00 0,00

1.515.873.752,00
0,00
1.265.100.500,00
51.731.834.379,15

(1.245.154.300,00)
0,00

1.515.873.752,00
0,00
1.464.845.500,00
51.753.947.258,64

(1.424.953.100,00)
0,00

JUMLAH ASET LAINNYA 53.267.654.331,15 53.309.713.410,64
JUMLAH ASET 1.511.982.436.569,37 1.440.859.374.756,94
KEWAJIBAN
NERACA Halaman 1 dari 2

o1



URAIAN

2021

2020

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga 0,00 0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 95.713.992,33 107.215.609,95

Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 24.450.000.000,00 0,00
Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 24.450.000.000,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

174.382.475,00

17.482.910.064,00
24.414.541.136,74

278.423.208,00

14.078.779.209,00
7.475.348.454,09

42.167.547.668,07

21.939.766.481,04

66.617.547.668,07

21.939.766.481,04

1.445.364.888.901,30

1.511.982.436.569,37

1.418.919.608.275,90

1.440.859.374.756,94

Desember

sebesar

52

Rp.

Nilai Aset per 2021 disajikan

1.511.982.436.569,37 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.
6.696.177.687,69, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 25.361.525.465,28, Aset
Tetap sebesar Rp. 1.426.657.079.085,25 dan Aset Lainnya sebesar Rp.

53.267.654.331,15.

Aset Lancar di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Kasdi BLUD
5. Kas Dana BOS
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
7. Kas Lainnya

8. Setara Kas
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9. Investasi Jangka Pendek

10. Piutang Pajak Daerah

11. Piutang Retribusi Daerah

12. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

13. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

15. Piutang Transfer Antar Daerah

16. Piutang Lainnya

17. Penyisihan Piutang

18. Beban Dibayar Dimuka

19. Persediaan

Investasi Jangka Panjang di Pemerintah Kabupaten Mamasa dibagi
menjadi 2 yaitu Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka
Panjang Permanen.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen terdiri dari :

1. Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

2. Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

3. Investasi dalam Obligasi

4. Investasi dalam Proyek Pembangunan

5. Dana Bergulir

6. Deposito Jangka Panjang

7. Investasi Non Permanen Lainnya

8. Investasi Permanen Lainnya
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Sedangkan Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari :
2. Penyertaan Modal, dan
3. Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari:
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan
Kemudian Aset Lainnya di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
1. Tagihan Jangka Panjang
2. Kemitraan dengan Pihak
3. Aset Tidak Berwujud
4. Aset Lain-lain
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 66.617.547.668,07
yang terdiri dari : Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 42.167.547.668,07 dan
Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 24.450.000.000,00.

Kewajiban Jangka Pendek di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
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1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga
3. Utang Pinjaman Jangka Pendek
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
5. Pendapatan Diterima Dimuka
6. Utang Belanja
7. Utang Jangka Pendek Lainnya
Sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
1. Utang kepada Pemerintah Pusat
2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
4. Utang kepada Masyarakat

Nilai Ekuitas di Pemerintah Kabupaten Mamasa per 31 Desember 2021

sebesar Rp. 1.445.364.888.901,30.

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian
4.3.1 Reduksi Data

Hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat
menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas 2 yaitu LRA
Pendapatan Daerah dan LRA Belanja Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 899.975.331.832,36
dari jumlah anggaran sebesar Rp. 904.871.875.108,00. Pendapatan Daerah terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah.
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1. Pendapatan Asli Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 23.343.161.766,04 dan
terealisasi sebesar Rp. 16.643.739.465,36 atau 71,3 persen dari anggaran
yang ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer, dianggarkan sebesar Rp. 834.188.975.341,96 dan
terealisasi sebesar Rp. 835.926.966.928,00 atau 101,02 persen dari
anggaran yang ditetapkan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp.
47.339.738.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.404.625.439 atau 100,01

persen dari anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 925.410.149.297,76 dari
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.053.665.638.363,00. Belanja Daerah terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp. 634.879.289.575,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 605.452.809.449,60 atau 95,36 persen dari
anggaran yang ditetapkan.

2. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp. 185.066.161.088,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 96.750.682.097,94 atau 52,27 persen dari anggaran
yang ditetapkan.

3. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp. 22.600.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 22.599.059.550,22 atau 99,99 persen dari anggaran

yang ditetapkan.
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4. Belanja Transfer, dianggarkan sebesar Rp. 211.120.187.700,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 200.607.598.200,00 atau 95,02 persen dari

anggaran yang ditetapkan.

Kemudian Neraca yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terdiri
atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Jumlah Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada tahun 2021
sebesar Rp. 1.511.982.436.569,37, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.
6.696.177.687,69, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 6.696.177.687,69, Aset
Tetap sebesar Rp. 1.426.657.079.085,25 dan Aset Lainnya sebesar Rp.
53.267.654.331,15.

Jumlah Kewajiban di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada tahun
2021 sebesar Rp. 66.617.547.668,07 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek
sebesar Rp. 42.167.547.668,07 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.
24.450.000.000,00.

Sedangkan jumlah Ekuitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada

tahun 2021 sebesar Rp. 1.445.364.888.901,30.

4.3.2 Penyajian Data
Berikut hasil reduksi data dari LRA dan Neraca di Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada tahun 2021 yang disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut.
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3. Laporan Realisasi Anggaran
No LRA Anggaran Realisasi Persentase
Pendapatan Daerah : Rp.904.871.875.108,00 | Rp.899.975.331.832,36 | 99,45%
a.Pendapatan Asli Daerah | Rp.23.343.161.766,04 Rp.16.643.739.465,36 71,3 %
1 | b.Pendapatan Transfer Rp.834.188.975.341,96 Rp.835.926.966.928,00 | 101,02 %
c.Lain-lain Pendapatan
Rp.47.339.738.000,00 Rp.47.404.625.439,00 | 100,01 %
Daerah Yang Sah
Belanja Daerah : Rp.1.053.665.638.363,00 | Rp.925.410.149.297,76 | 87,82 %
a.Belanja Operasi Rp.634.879.289.575,00 | Rp.605.452.809.449,60 | 95,36 %
2 | b.Belanja Modal Rp.185.066.161.088,00 | Rp.96.750.682.097,94 52,27 %
c.Belanja Tidak Terduga | Rp.22.600.000.000,00 Rp.22.599.059.550,22 99,99%
d.Belanja Transfer Rp.211.120.187.700,00 | Rp.200.607.598.200,00 | 95,02 %

4, Neraca

No Jumlah
Aset : Rp. 1.511.982.436.569,37
a. Aset Lancar Rp. 6.696.177.687,69

1 | b.Investasi Jangka Panjang Rp. 6.696.177.687,69
c. Aset Tetap Rp. 1.426.657.079.085,25
d. Aset Lainnya Rp. 53.267.654.331,15
Kewajiban : Rp. 66.617.547.668,07

2 | a. Kewajiban Jangka Pendek Rp. 42.167.547.668,07
b. Kewajiban Jangka Panjang Rp. 24.450.000.000,00

3 | Ekuitas Rp. 1.445.364.888.901,30
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4.3.3 Hasil Wawancara
Pertanyaan untuk anggota Dinas Keuangan, Kabupaten Mamasa :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?

- Perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
sudah cukup baik karena sudah menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP tahun 2010.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlakuan akuntansi di
Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?

- Belum beradaptasi dengan baik terhadap Standar Akuntansi yang baru

- Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan teknologi yang
semakin canggih.

3. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamasa agar perlakuan akuntansi terkait penyusunan laporan keuagan
bisa lebih baik?

- Melakukan pelatinan khusus kepada pegawai pemerintahan terkait

penerapan SAP yang baru.

- Menggunakan SAP yang baru ke semua akun dalam laporan keuangan

agar bisa beradaptasi dengan baik.

- Memberikan pelatihan khusus bagi para pegawai terkait pengoperasian

teknologi yang semakin canggih.
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4.3.4 Kesimpulan
Berdasarkan hasil reduksi data dan peyajian data, dapat disimpulkan
bahwa :

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
tahun 2021 sudah transparan dan cukup baik antara realisasi serta
anggaran yang digunakan. Kemudian semua ditulis dengan sangat
detail.

3. Neraca di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2021 sudah

sangat baik dan juga sudah ditulis dengan detail dan transparan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa

penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamasa, Sulawesi Barat sudah mengacu pada Peraturan Pemerintahan
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baik dalam Pemerintahan.
Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi
Barat telah disusun dan disajikan dengan cukup baik sehingga mampu
menyajikan informasi keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan.
Laporan Keuangan dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
masih cukup berimbang antara realisasi maupun anggarannya yang dapat
dilihat dari persentase perealisasiannya rata-rata mencapai 95% ke atas

bahkan ada yang melebihi 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan data serta hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupeten Mamasa agar perlakuan

akuntansi di Kabupaten Mamasa bisa lebih baik lagi.

1. Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru ke seluruh akun

keuangan sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap SAP yang

baru.
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Memberikan pelatihan khusus tentang penerapan SAP yang baru ke
seluruh pegawai yang bersangkutan.
Memberikan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi atau alat-alat

yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa lebih mahir.
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Lampiran 1. Peta Administratif Kabupaten Mamasa

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
PENYUSUNAN PROFIL DAERAH
BARAT
2013
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Lampiran 2. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
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Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Mamasa

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January .d 31 December 2021

REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIN / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 904.871.675.108,00 000 899.975.331.832,36 899.975.131832,36 (4.896.50.275,64)
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23.343.161.76,04 000 16.643.739465,36 16.643.739.465,% (6.699.422.300,68)
Pajak Daerah 5.411.941.725,87 000 4.297.034.528,00 4.297.004538,00 (1.114907.187,67)
Pajak Hotel 965.700238,00 000 26.512.000,00 26512000,00 (839.189.238,00)
Pajak Restoran 968.989.794,39 000 1537.913260,00 1.537.913.280,00 568.923.485,61
Papak Hiburan 6.460000,00 000 2.000.000,00 2.000.000,00 (4:460.000,00)
Pajak Reklame 131.509.306,00 000 263.960.550,00 263.960.550,00 132.451244,00
Pajak Penerangan Jalan 145023657080 000 1679.928.816,00 1679.926.816,00 2869224520
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 191671155168 0 354.244.462,00 354.244.462,00 (1.562.467.089,68)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 00 000 24.281.520,00 28428152000 264.281520,00
Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 71.334265.00 000 148.193.910,00 14819391000 76.859.645,00
Retribusi Daerah 4.099.269.064,00 000 5.269,398.711,00 5.269.398.711,00 1.170.109647,00
Retibusi Jasa Umum 3.663.793871,20 000 5.016.477.642.00 5.016.477.642.00 135268377080
Retrbusi 3253 Usaha H1.670.000,00 000 94.485.100,00 94.485.100,00 (247.184.500,00)
Retrbusi Pertinan Terterty 9302519280 000 158.435.969,00 158.435.969,00 6461077620
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.684.792054,00 000 2.805,366.949,00 2.805.366.949,00 (879.425.105,00)
Bagian Laba yang Dibagkan kepada Pemerintah Daerah (Drviden) 368479205400 000 2.605.366.949,00 2.805.366.949,00 (679.425.105,00)
atas Penyertaan Modal pada BUMD | o
Lain-lain PAD yang Sah 10.147.138922,17 000 4.271.939.267,3 4.271.939.267,3% (5.875.199.654,81)
Hasil Penjuaian BMD yang Thdak Dipsahican 52937930105 000 192.719.300,00 19271930000 (236.660.001,05)
Hasil Pemanfastan BMD yarg Tidak Diisahian 810.000.000,00 0% 27.70357200 27.203572,00 (572.29.428,00)
Hasil Kerja Sama Daerah 00 000 340.128320,00 340.128.320,00 340.128320,00
1258 Gro 3118414231, 000 722.258.363,00 722.258363,00 (2.396.155.868,50)
Kerugan 49028000124 000 177067612200 17706761200 1.280.396120,%
Pendapat 2068.524.691,67 000 11,367.365,40 11.367.385,40 (2.057.157.306,27)
Pendapatan Denda Pajak Daerah 429008624 00 19.144903.% 19.144903,% 14.854817.72
Pendapatan dari Pengembalan 41467129874 000 951.468.681,00 951.468.681,00 536.797.382.26
271157931, 00 00 00 @n1smans)
pada Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTF)
41423 Lain-oin PAD yang Seh Laimya - LRA o® 0% 26.472620,00 264726200 264726200
42 PENDAPATAN TRANSFER 834.188.975.341.96 000 835.926.966.928,00 835.926.966.928,00 1.737.991586.04
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.460.927.000,00 000 820.332.812.926.00 820.332.812:9%6,00 71.885.926,00
42101 Dana Perimbangan 665.434.719.000,00 000 666.415.280.926,00 66.415.280.926,00 960.561.926,00
P —— Halaman 1 dan 4
REALISAST
URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LAY PERIODE INI TOTAL
Dara Insentf Daerah (DID) 7.148.713.000,00 000 7.148.713.000,00 7.148.713.000,00 00
Dara Desa 146.677.495.000,00 0 146. 146,
422 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.728.018.341,% 000 15.594.154.002,00 15.594.154.002,00 866.105.660,04
42201 Pendapatan Bagi Hasi 14.726.048.341,9 000 15.594.154.002,00 15:594.154.002,00 866.105.660,04
42202 Bantuan Keuangan 0m 00 000 0m 00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.339.738.000,00 000 47.404.625.439,00 47.404.625439,00 64.867.439,00
431 Pendapatan Hibah 18.235.508.000,00 00 16.642.034.700,00 16.642.034.700,00 (1.593.473.300,00)
43101 Pendapatan Hoah dari Pemerintah Pusat 18.235.508,000,00 0® 16.642.034.700,00 16.642.034.700,00 (1.593.473.300,00)
423 29.104.230.000,00 000 2.762.590.739,00 20.762.50.739,00 1.658.360739,00
- a . W €
43301 Lain-fain Pendagatan 29,104.230000,00 000 20.762.590.739,00 0.762.590.739,00 1658.360.729,00
s BELANIA DAERAH 1.053665.638.363,00 000 925.410.149.297,76 925.410.149.297,76 (128.255.489.065,24)
51 BELANIA OPERAST 634,879.289.575,00 0,00 605.452.809.449,60 605.452.809.449,60 (29.426.480.125,40)
511 Belanja Pegawai 356.455,894.358,00 0% 343.021.960654,00 343.021.980.654,00 (13433.913.704,00)
51101 Belanfs Gl dan Tunjangan ASN 278.762.421.245.00 o0 275.421.753.194.00 275.421.753.194,00 (3.340.668.051,00)
51102 Belanja Tambahan Penghastan ASN 8.572.452200,00 000 7.438.730.107,00 7.438.730.107.00 (1.133.722.133,00)
51103 47.648.909.5%,00 000 2.367.717.520,0 7.367.717.520.00 (281.192.0%,00)
Lannya ASN
Belana Gajl dan Tunjangan DFRD 12.964.518.800,00 00 12.152.897.330,00 12.152.897.3%0,00 (611.621.470,00)
Belanjs Gay dan Tunjangan KOHAVKDH 163.667.017,00 [ 139.262.503,00 139.282.503,00 (24384.514,00)
Belanjs Penerimaan Lainnya Ppinan DPRD serta KDH/WKDH 501.600.000,00 000 501,600.000,00 501.600.000,00 0,00
Belana Pegawat BOS 784232550000 00 000 0w (7.842:325.500,00)
512 Belanja Barang dan Jasa 222.300.792:502,00 om 212210411.935,60 212.210.411.935,60 (10.090.380.566,40)
51201 Belan Barang 67.457.54732.00 000 57.815.919.407,00 7.815.919.407,00 (9.641.627.915,00)
51202 Belan Jasa %.184.175.625,00 000 80.764.233.975,60 80.764.233.975,60 (15.419.941.849,40)
51203 Belanjy Pemeiiharaan 7.470.165.740,00 0,00 6.927.319.211,00 6.927.319.211,00 (542.846.529,00)
51204 Belana perjlanan Dinas 40.980.186.915,00 000 Y
51205 2:810.700.000,00 0.0 2,641.300.000,00 2,641.300.000,00 (169.400.000,00)
Ketiga/Phak Lan/Masyarakat
51288 Belanja Barang dan Jasa BOS 7.398.016.700,00 00 25.492.143.405,00 25.492.143.405,00 18.094.126705,00
513 Belanja Bunga 1.208.645.000,00 0 227.069.000,00 227.059.000,00 (981.586.000,00)
51304 1.208.645.000,00 00 227.069.000,00 227.059.000,00 (981.585.000,00)
Bank (LXBB) ! sns x
515 Belanja Hibah 53.466.757.715,00 000 .
51502 Belanfa Hibah kepada Pemernizh Daerah Lainnya 35.000.000,00 000 35.000.000,00 35.000.000,00 0.0
51505 Belanys Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 52.793.140.715,00 0.0 bz d
Kemasyarakatan yarg Berbadan Hukum Indonesia
51507 Belanys Hibsh Bantuan Keusngan kepada Parta Polik 638.617.000,00 000 638.617.000,00 638.617.000,00 000
LA REAISASE AMSOARAN FNGAPATAN SAM BELARIA OABLIN Halaman 2 dan 4




REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LAWY PERIODE INI ToTAL
516 Belanja Bantuan Sosial 147.200000,00 00 1435.700.000,00 1.435.700000,00 (11.500.000,00)
51601 Belanjn Bantuan Sosial kepada Individu 1.406.200.000,00 000 1.394,700.000,00 1.394.700.000,00 (11.500.000,00)
51602 Belana Bantuan Sosial kepada Keluarga 11.000.000,00 000 11.000.000,00 11.000.000,00 00
51603 Belanjs Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 30.000.000,00 00 30,000.000,00 30.000.000,00 000
52 BELANIA MODAL 185.066.161.088,00 o0® . %. (s8.
521 Belanja Modal Tanah 10.030.453.800,00 00 6.775.000.000,00 6.775.000.000,00 (3.255:453.800,00)
52101 Belanjs Modal Tareh 10.030.453.800,00 00 6.775.000.000,00 6.775.000.000,00 (3.255:453.800,00)
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.334.288622,00 000 17.659.050.445,00 17.659.059.445,00 (6:475.229.177,00)
52201 Belanfa Modal Alt Besar 1.200.000.000,00 000 1.114,676.989,00 1.114.678.989,00 (85.321.011,00)
52202 Belanjs Modal Alst Angkutan 06.441.717,00 00 445,394500,00 445.394.500,00 (261.047.217,00)
52204 Belanfa Modal Alt Pertanian o0 106.230.000,00 106.230.000,00 00
52205 Belanjn Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 000 3.303,862.774,00 3.302.862.774,00 (55.600.429,00)
52206 Belanja Modal Alat Studo, Komunikasi, dan Pemancar 00 5280120000 5280120000 (8.501.299,00)
52207 Belanjs Modal Alst Kedokteran dan Kesehatan 000 6.553.518.468,00 6:553,518.468,00 (418.752.6%.00)
52208 Belanja Modal Alat Laboratorum o0 2.098.438.069,00 2.096.438.069,00 (216:213.931,00)
52210 Belanja Modal Komputer 000 2.259.358.512,00 2.259.358512.00 (550.878.127,00)
52216 Belanja Modal Al Peraga 00
52219 Belanja Modal Peralatan Olafraga 0.0 000 000 (21.750.000,00)
52288 Belangs Modal Peralatan dan Mesin BOS 000 1534.8269%3,00 1.54.826953,00 (4.832.114.267,00)
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.319.902914,00 00 13.422.080.476,00 13.422.080.476,00 (3.897.322.438,00)
52301 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.312.492.264,00 000 13.415.169.826,00 13.415.160.826,00 (3.897.322.438,00) |
52302 Belan Modal Monumen 6.91069,00 6.910650,00 691065000 00
524 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.785.21,502,00 00 25.321,000493,94 25.321.000493,%4 (66.464:421.008,06)
52401 Belanjs Modal Jolan dan Jembatan 69.990.588.986,00 000 14.156.136.935,60 14.156.136.935,60 (55.834,45205,40)
52402 Belans Modal Bangunan AIr 17.617.962516,00 000 7.106.994.558.34 7.106.9945%,34 (10.510.967.957.66)
52403 Belanjs Modal Instalasi 36.670.000,00 000 36.869.000,00 36.869.000,00 (1.000,00)
52400 Belan Modal Jaringan 4.140.000.000,00 o 4.021.000.000,00 4.021.000.000,00 (119.000.000,00)
525 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 41.596.594.250,00 0m BI72ALEB,0 NI2ALED,W (8.223.052.567,00)
52507 Belanjs Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 34.099.647.650,00 00 2.927.432.174.00 26.927.432.174,00 (5.172.215.476,00)
52588 Belans Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 7.496.916.600,00 00 4.446.109.509.00 4.446.109.509,00 (3.050837.091,00)
53 'BELANIA TIDAK TERDUGA 22.600.000.000,00 000 2.599.059.550,2 2.599.05950.2 (940.443,78).
531 Belanja Tidak Terduga 600.000.000; 00 22.599.059.5%, (940.443,78).
53101 Belanfy Tidek Terdugs 2.599.059550,.2 (940.449,78)
54 BELANJA TRANSFER 211.120.187.700.00 000 200.607.598.200,00 (10.512:589.500,00)
542 Belanja Bantuan Keuangan 211.120.187.700,00 000 200.607.598.200,00 (10.512.589.500,00)
AL ASOARAN PPN AN MLANIA SABA Holaman 3 dan 4
REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LAY PERIODE INI TOTAL
54205 211,120.187.700,00 000 200.607.598.200,00 200,607.598.200,00 (10.512:589.500,00)
kepada Desa
SURPLUS / DEFISIT (148.793.763.255,00) 000 1.
61 PENERIMAAN PEMBIAYAN 151.293.763.255,00 [ 28.182.47.784.06 26.182.347.784,06 (123.111.415470,94)
611 3719.%63.128,00 000 3732.47.784.06 12.56465,06
61101 Pelampauan Penerimaan PAD 184.348.929,00 000 184.348.929,0 000
61105 Penghematan Belanja 00 0 om 00
61107 Titak 2.107.468.496,00 00 2.107.468.485,06 2.107.468.485,06 (©54)
St Dana Pengeluaran Pembiayaan
61108 Sk Belanja Laimnya 1427.995713,00 1427.945713.00 1427.995.713,00
61199 Koreksi SLPA om
614 Penerimaan Pinjaman Dacral 147.574.000.127,00
61404
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1 1
621 Pembentukan Dana Cadangan 0 000
62101 Pembentukan Dana Cadangan
622 Penyertaan Modal Daerah
62202 1 «
623 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 000 0w 00
62303 om 000 om o
148.793.763.255,00 000 26.692.47.784,06 26.682.47.784,06 (122.111.415470,54)
s1sA om 0% 1.247.530318,66 1297.5%0318.66 124753031867
AP REASASE AUSOARAN FNGAPATAN AN BELARIA OABLIN Halaman 4 dan 4
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Lampiran 4. Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Penyisihan Piutang

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
JUMLAH ASET LAINNYA

KEWAJIBAN

Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

JUMLAH ASET

(3.257.964.345,01)

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
Per 31 December 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
URAIAN 2021 2020
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 229.594.272,10 1.492.017.659,90
Kas di Bendahara Penerimaan 27.743.724,00 13.167.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 362.387.280,00 880.706.534,00
Kas di BLUD 0,00 0,00
Kas Dana BOS 751.671.102,00 1.427.945.713,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 50.516.415,56 184.348.928,16
Kas Lainnya 0,00 0,00
Setara Kas 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 4.471.173.137,00 3.682.987.643,00
Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 28.003.969,00 28,003.969,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 29.539.000,00 29.539.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00
Piutang Lainnya 1.007.128.559,74 1.125.789.374,46

(3.054.555.911,40)

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
Persediaan 2.996.384.573,30 5.598.064.760,66
JUMLAH ASET LANCAR 6.696.177.687,69 11.408.015.170,78
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00
Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00
Dana Bergulir 71.100.000,00 71.100.000,00
Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya (71.100.000,00) (71.100.000,00)
Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00 0,00

25.361.525.465,28
0,00

14.142.525.465,28
0,00

25.361.525.465,28

14.142.525.465,28

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 25.361.525.465,28 14.142.525.465,28
ASET TETAP
Tanah 170.268.086.038,46 147.514.332.138,46
Peralatan dan Mesin 283.259.565.202,94 268.982.469.148,45
Gedung dan Bangunan 576.577.056.445,15 494.497.058.623,27
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.152.390.230.934,19 1.131.115.265.648,64
Aset Tetap Lainnya 18.027.709.640,75 18.177.709.640,75
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.691.455.135,84 674.877.000,00
Akumulasi Penyusutan (775.557.024.312,08) (698.962.591.489,33)
JUMLAH ASET TETAP 1.426.657.079.085,25 1.361.999.120.710,24
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 1.515.873.752,00 1.515.873.752,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud 1.265.100.500,00 1.464.845.500,00

51.731.834.379,15
(1.245.154.300,00)
0,00

51.753.947.258,64
(1.424.953.100,00)
0,00

53.267.654.331,15

53.309.713.410,64

1.511.982.436.569,37

1.440.859.374.756,94

NERACA

Halaman 1 dari 2



URAIAN 2021 2020

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 174.382.475,00 278.423.208,00
Utang Bunga 0,00 0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 95.713.992,33 107.215.609,95
Utang Belanja 17.482.910.064,00 14.078.779.209,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 24.414.541.136,74 7.475.348.454,09
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 42.167.547.668,07 21.939.766.481,04

KEWATIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 24.450.000.000,00 0,00
Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 24.450.000.000,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 66.617.547.668,07 21.939.766.481,04

EKUITAS

EKUITAS 1.445.364.888.901,30 1.418.919.608.275,90

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.511.982.436.569,37

1.440.859.374.756,94




Lampiran 5. Pengambilan Data di BPKD Kabupaten Mamasa
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Lampiran 6. Foto Bersama Bapak Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Mamasa
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Lampiran 7. Foto Depan Gedung BPKD Kabupaten Mamasa
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Lampiran 8. Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk anggota Dinas Keuangan, Kabupaten Mamasa :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?

- Perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
sudah cukup baik karena sudah menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP tahun 2010.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlakuan akuntansi di
Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?

- Belum beradaptasi dengan baik terhadap Standar Akuntansi yang baru

- Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan teknologi yang
semakin canggih.

3. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamasa agar perlakuan akuntansi terkait penyusunan laporan keuagan
bisa lebih baik?

- Melakukan pelatihan khusus kepada pegawai pemerintahan terkait

penerapan SAP yang baru.

- Menggunakan SAP yang baru ke semua akun dalam laporan keuangan

agar bisa beradaptasi dengan baik.

- Memberikan pelatihan khusus bagi para pegawai terkait pengoperasian

teknologi yang semakin canggih.



Lampiran 9. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas
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Lampiran 10. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data
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Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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